BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 29.a TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,

Menimbang

Mengingat

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terjadi
perubahan pada ketentuan pertanggungjawaban
pelaksanaan perjalanan dinas;

bahwa ketentuan pertanggungjawaban pelaksanaan
perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati
Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap harus disestiaikan dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
tersebut pada huruf a di atas, sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak tetap.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten “Nagan Raya dan

Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang . . . .
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh; ¢

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara  serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

.....



Menetapkan

.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 29.a
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah, sehingga
keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-
komponen sebagai berikut :

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi; dan

€. sewa kenderaan dalam Kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas :

a. uang makan;
b. uang transpor lokal;

C. uang saku.

(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan
sampai tempat tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan
dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan biaya yang diperlukan
untuk menginap:

a. hotel; atau

b. ditempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal . . .
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Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan
biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), maka Pelaksana SPPD diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum yang lebih lanjut akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada
Bupati/Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon Il.a
selama melakukan perjalanan dinas.

Sewa kenderaan dalam Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Huruf e dapat diberikan
kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan
pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

Sewa kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan
bakar minyak, dan pajak.

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf ¢ diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut: :

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan
dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;

b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya,
Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang
setara; dan

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III /PNS
Golongan 1V, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan
III, PNS Golongan II dan I.

Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan
dinas untuk kepentingan negara, ditentukan
sesuai dengan tingkat pendidikan /kepatutan tugas
yang bersangkutan dan lebih lanjut akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan berdasarkan
tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud . . ..
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dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi, lebih lanjut akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil
dan merupakan batas tertinggi, lebih lanjut
akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai biaya
riil berdasarkan fasilitas transpor, lebih lanjut
akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum
dan merupakan batas tertinggi, lebih lanjut
akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

€. sewa kenderaan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan
ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, serta
ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga
keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan
pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi
tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPTK
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan
dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melampirkan dokumen berupa:

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan
Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Kepala
SKPD/atasan langsung dan pejabat ditempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak

terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan
dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax,

retribusi  dan  bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kenderaan dalam kota berupa kuitansi atau
bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan

oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa
penyewaarn.

f.bukti....
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f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
lainnya.

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi pada
ayat (2) huruf ¢, huruf e dan huruf f tidak
diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar
Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya menjadi opsi pertanggungjawaban alternatif,
yang apabila dibutuhkan dapat dibuktikan secara
konfirmatif.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 24

Pembayaran uang harian dilakukan sesuai banyaknya
hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan

dinas.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Padatanggal 1 M aret 2013M
18 Rabiul Akhir 1434 H

37. BUPATI ACEH BARAT, h

'

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Padatanggal 1 M aret 2013 M
18 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
? KABUPATEN ACEH BARAT,

{
BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: §



